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PEMERINTATI KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PENDIDII(AN DAN KEBUDAYAAN
Jl. H- Agus Salim - Painan Telp. {0756) 21602

SURAT PERJANJIAN KERJA

tr(EIGIATAN :

EBAIYGT'IAIY/REI{ABILITASI GEDUNG DAIY PENGADAAN SARANA DAII PRASARANA
SEKOLAH DASAR (DAK REGULER 2ol9l

PEKER^IAAT{ :

REIIABILITASI RUAT{G KELAS SDIT 08 MAIIDETI

Antara
PEMERINTA}I KABI'PATEN PESISIR SELATAIT

Dengan
KEPALA SEXOLAH

Nomor : O4IV/SARPRAS-DAILSDISWK/DPK-PS I 2OL9
Tanggal : 2O Mei 2Al9

Ma. hrlrrt inl Senln tanggal Dua Puluh b:a,lorn Mei tahun Dua Ribtt Sembilcln Bela.s, Xami gang
Handa tangon dt bauah ini :

Ber-tindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Pemerintah Kabupaten pesisir
Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selaran Nomor : 9OOla3/Kpts/BpT-pS l2A:-9
uanggal 28 Januari 2019 selanjutnya disebut pihak pertama.

-l[ama

"Iabatan

-dl,amat

fdama

.,Iabatan

Alarnat

JAFRI, S.Pd

Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Per.'-rbinaan Sekotah Dasar
Tahua Aaggaran 2Ol9
Jl. H. Agus Sali'a - Paiaan

ASMAN, S.Pd. SD

Kepala Sekolah SDN 08 Mandeh

Koto )il Tarusan

Eertindak dan atas nama jabatan tersebut diatas berdasarkan Surat Keputusan Bupati pesisir Selatan
!f'o- Nomor t 82l/671/BKD'2OL6 Tanggal 2O Desember 2016 yang selanjurnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan telah setuju dan sepakat untuk mcngikrit cliri rlalam suatu perjanjian
krnberian Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun AngSlaran 2O19 dengan kerentuan-
ketentuan dan syarat-syarat seperti dalam pasal-pasal di barvah ini :

KEPALA SEXOLAH

*rr-at Pe4'anjian Kerja



Nomor

TanggaJ

Pekerjaan

: O4/V/ SARPRA9DAK.SD/ SWK/ DPK-PS/2019
: 2OMEI2O19
: Relnbilitasi Kelas SDN OB Man<leh

kraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang pelaksanaan pengadaan
barang/jasa pemerintah,

katuran Presiden Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2o1g tanggal 31
Desember 2O18 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2O19
menentukan bahrva kegiatan peningkatan prasarana pendidikan dilakukan oleh
Fanitia Pembangunan Sekolah secara swakelola yang ditetapkan oleh Kepala
Sekolah penerima alokasi DAK sebagai bagian integral manajemen berbasis sekolah,

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor I Tahun
2o19 tanggal 18 Januari 2o19 Tentang petunjuk operasional penggunaan Dana
Alokasi Khusus {DAI! Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2O19.

DPA SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
Anggaran 2O19,

r!;rgen ini menyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengikat cliri dalarn suatu perjanjian
ffiian Dana Alokasi I(husus (DAI! Bidang PenCidikan Tahun Anggaran 2O19 dengan kertntuan-hrrut:rqn dan syarat-syarat seperti Calam pasal-pasal di barvah ini :

Pasal 1

TUJUAN PERJANJIAN
ftduan Perjanjian Kerja adalah untuk melaksanakan pekerjaan di bawah ini :

Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Og Mandeh
Kecamatan Koto Xi Tarusan

ffiak Kedua bersedia melaksanakan pekedaan tersebut diatas sebagaimana yang tercantum dalamntB & Gambar serta bertanggungiawab penuh terhadap penggunaan dana yang diterima.

Pasal 2
SUMBER DAI{A

Smber dana pada kegiatan ini berasal dari Dana Alokasi Khusus Bidang pendidikan Tahun Anggaran
2[}r9_

Pasal 3
NII.AI PDKERJAAN

"fumlah nilai pekerjaan tersebut dalam pery'anjian ini adalah sebesar Rp. 187.5O0.OO9,OO
{ Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang dibebankan pada DpA SKpD No.
!;0f-1.O1.O1.O1.O1.16. 1OO tanggal 31 Desember 2Olg.

-

krjanjian KeD'a
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Nomar

Tanggal

Pekajaan

04/ V/ SARPRASDAK.SD/ SWK/ DPK.PS/ 2O1 9

ReIre SDN O8 Mandeh

Pasal 4
PRINSIP PEKER-IAAI{

raksanaan DAK Tahun Anggaran 2019 meliputi :

*ffim.Iikerjakan dengan mekanisme swakelola,

-'kql! tces transparansi dan akuntabilitas,

-HEm lnrtisipasi masyarakat dalam pengelolaan kegiatan,
*Qhn-i kualitas pekerjaan dengan barang yalg dihasilkan,

Pasal 5
PENGAWASAN & PEMERII(SAAN

Untuk melakukan pengendalian pekerjaan yang terdiri dari pengawasan dan tindakan
pengoreksian, Pihak Pertama dibantu oleh Staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan selaku Pengawas Lapangan yang bertindak untuk dan atas nama
Pihak Pertama <ian akan diberitahukan secara tertulis kepada pihak Kedua.

Pihak Kedua harus mematuhi segala petunjuk (dalam hal teknis) dan atau perintah Direksi
Pekeq'aan / Pihak Pertama.

Pihak Pertama mempunyai hak untuk menolak setiap hasil pekerjaan )ang tidak sesuai
dengan ketentuan pelaksanaann).a, baik mengenai ketentuan aclministrasi keuangan
maupun ketentuan teknis.

Pasal 6
JANGKA 1VAKTU PELAI(SANAAN

Jangka waktu pelaksanaan vang disebutkan dalam pasal 1 pe4anjian ini ditetapkan selama 12O (

Seratus Dua Puluh ) Hari Kalender, terhitung mulai saat diterimanya dana DAK Tahun Anggaran 2019
di rekening Pihak Kedua.

Pasal 7
PENYALURN\I DANA

kngaturan penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

1. Tahap I : 25Yo {Dua puluh lima perseratus) dari keselumhan dana swakeiola apabila
pelaksana swakelola telah siap untuk melaksanakan pekerjaan swakelola

2- Tahap ll : 45o/o (Empat puluh lima perseratus) dari keselumhan dana swakeloia apabila
pekerjaan telah mencapai bobot 2s/o (Dua puluh lima perseratus),

3- Tahap III : 3O% (Tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana swakelola apabil:r pekerjaan
telah mencapai bobot 7O%, (Tujr.rh puluh perseratus),

fuat Pefanjian Kerja 3
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Nomor

Tanggal

Pekerjaan

04/ V/ SARPRAgDAK.SD/ SWW DPK PS/ 2AI9
20 MEI 2019
Rehabilitai Kelas SDN OB Mandeh

&ohrt<an ke no. Rekening sekolah penerima dengan rincian sbb :

IIAX SDI{ 11 KAMPUNG TARANDATI

otwz.o2ta.os140-6

BanA Nagari Cabang Tamsan

Pasal 8
PEKERJAAN TA]VIBAII KURANG

ftu;firyangan-penyimpangan serta perubahan-perubahan yang mempakan penarnbahan
&I[ lrezrgurangan pekerjaan hanya dianggap sah sesudah mendapat perintah tertulis dari
?ftat Fertama dengan menyebutkan jenis dan perincian pekerjaan secara jelas.

Idanya pekerjaan tambah kurang tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk merubah waktu
pelaksanaan pekerjaan kecuali atas persetujuan tertulis Pihak Pertama.

Plhak Kedua bertanggung jawab atas segala kerugian Pihak Pertama sebagai akibat
perbuatan orang * orang yang dipekerjakannya.

Pasal 9
PELAPORAN

Pihak kedua wajib membuat laporan secara berkala mengenai pelaksanaan pekerjaan /
lre'najsa1 pekerjaan-kepada Pihak Pertama.

Segala laporan atau catatan pete4aan d.ibuat dalam bentuk buku harian yang telah
disetujui oleh Pihak Pertama cian harus ada dilokasi pekeq'aan.

Pihak kedua wajib membuat dan menyerahkan kepada Pihak Pertama foto-foto kegiatan
beserta kelengkapan administrasi lainnya pada tahapan pencairein dana.

l,aporan pertanggungjaw'aban kegiatan harus sudah diserahkan oleh Pihak Kedua kepada
Pihak Pertama selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung saat selesainya
pelaksanaan pekerjaan, dilampiri antara lain :

Berita Acara Serah Terirna,

Bukti pengeluaran (kwitansi), faktur setiap pembelian barang dan bukti pengeluaran
lainnya,
Bukti setoran pajak,

Bukti teknis lainnya

- 

-

herjmjian Kerja
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Nomar

Tanggal

Pekerjaan

: M/V/SARPRAgDAK.SD/ SWK/ DPK.PS/ 2019
: 20 lilEl2019
: Relabilita.si I Kelre SDN O8 Mandeh

Pasal 1O
SANKSI

fiLa dalam pelaksanaan pekerjaan ditemukan hambatan/rintangan yang berada diluar
lntt-s, kemamPuan Pihak Kedua, maka Pihak Kedua segera menyampaikan secara tertulis
r+ada Pihak Fertama.

Apabila dalam pelaksaaaan pekerl'aan mengalarni keterlambatan atau terjadi penyimpangan
dari ketentuan yang berlaku dalam dokumen teknis, RAB dan Gambar rencana, maka pihak
krtama secara sepihak dapat memutuskan/menghentikan peke{aan tersebut.

Femutusan/penghentian sebagaimana dimaksud ayat 2 diatas kepada pihak
Kedua/penerima bantuan wajib rnengembalikan seluruh dana dan disetorkan ke kas daerah

Pasal 1l
PA"'AI(

Pajak yang timbul akibat dari pelaksanaan kegiatan/pekerjaan wajib dipungut dan
disetorkan ke Negara oleh Pihak Kedua sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 12
II\ORCE MA"IEIIRE

Force Majeure adalah suatu kejadian yang menghambat pelaksanaan pekerjaan yang
sedang berjalan sedangkin kejadiannlra diluar kehendari/keutnangan ilari pihak Kedua
seperti bencana alam, epidemik, peperangan, pemogokal, sabotase,
pemberontakan / demonstrasi.

Apabiia terjadi force majeure maka Pihak Kedua segera memberitahukan kepada pihak
Pertama secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 3 (Tiga) hari sejak
terjadinya force majeure dengan dilengkapi bukti tertulis yang dikeluarkan oleh pihak
berwenang.

Elerdasarkan pemberitahuan tertulis dari Hfrat Kedua sebagaimana yang dimaksud daiam
ayat (21 maka Pihak Pertama akan melakukan evaluasi dan kajian untuk mengambil
keputusan, menyetujui atau menolak permohonan dari pihak Kedua tersebut.-

4- Apabila permohonan tertulis dari Pihak Kedua tentang force majeure diterima/disetujui
maka akan dilakukan perubahan peqianjian sedangkan perjanjian awaf dinyatakan batal.

ih.firFrian Kerja 5
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Pesal 13
PTNUTUP

krjanjian Kerja ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak di Painan, pada
Esebut di atas. Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 8 (delapan), 4 (empat)

bermaterei cukup dan 4 (empat) rangkap lainnya masing-masing mempunyai
Jrang sama.

Painan, tanegal tersebut di atas

Irlomor

Tanggal

Pekerjaan

Ditetahui Olehn
Kepala Dines Pendidikan dan

Kebudayaan
Kabupaten Peslsir Selatan

M/ Vl SARPRAS-DAI{.SD/ SWK/ DPK-PS/ 2OI 9
20 MEI 2419
Rehabilitnsi Kelas SDN O8 Maru7eh

PIIIAI( PE!rTAUA,

Kuasa Pengguna Anggaran

v4,
JAFRI. S.Pd

NrP. 19690530 199711 1 001

S[rIt (l8 taadeh
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